
a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Presiden 
Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana 
Alokasi Khusus Fisik, Pemerintah Daerah menyesuaikan 
alokasi OAK Fisik mendahului perubahan APBD dengan cara 
menetapkan peraturan kepala daerah mengenai perubahan 
penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 7 Tahun 
2019 ten tang Kecamatan, dan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang 
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasana Kelurahan dan 
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran dalam APBD 
Kabupaten/Kota untuk pembangunan sarana dan prasarana 
kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan; 

c. bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia Nomor 187 / PMK. 07/2018 
tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum 
Tambahan Tahun Anggaran 2019; 

d. bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perimbangan 
Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 
S-34/PK/2019, Hal Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun 
Anggaran 2019, tanggal 21 Januari 2019; 

e. bahwa berdasarkan Surat Kepala Sadan Penyelenggara 
J aminan Sosial Kota Pematangsian tar N omor 94/I.02/0119, 
Perihal Dukungan Pemerintah Kota Pematangsiantar Menuju 
Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2019, tanggal 28 
Januari 2019 dan Nomor 153/1.02/0219, Perihal Mekanisme 
Pemotongan Penerimaan Pajak Rokok untuk Jaminan 
Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), tanggal 
11 Februari 20 l 9; 

WALi KOTA PEMATANGSIANTAR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

PERUBAHAN PERATURAN WALi KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 36 
TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 
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f. bahwa berdasarkan Surat Pimpinan OPD di lingkungan 
Pemerintah Kota Pematangsiantar Perihal Permohonan 
Pergeseran/Perubahan Anggaran atas beberapa Program dan 
Kegiatan; 

g. bahwa berdasarkan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengubah 
Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2019; 

h. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, 
huruf f dan huruf g, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota 
Pematangsiantar tentang Perubahan Peraturan Wali Kota 
Pematangsiantar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Pematangsiantar Tahun Anggaran 2019. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1092); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
l\J..-- ..... ..-- .. 1111 ~ Q\ • 
.1,vJ.J..lVJ. f-Y-VUJ, 

Mengingat 
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8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II 
Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3328); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4570); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577); 
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Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ten tang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang 
Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07 Tahun 2008 
tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 
Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil 
Cukai Hasil Tembakau, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07 Tahun 2009 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
84/PMK.07 /2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai 
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28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 
Akrual Pada Pemerintahan Daerah; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 

32. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 
2011 tentang Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 9 
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota 
Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi 
Daerah; 

33. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 
2011 ten tang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota 
Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2014 ten tang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 
Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah; 

34. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 
2014 ten tang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai 
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar; 

35. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 
2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota 
Pematangsiantar; 

36. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 
201 7 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Pematangsian tar; 

37. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 
2017 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2017-2022; 

38. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2019; 

39. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 22 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kota Pematangsiantar sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Pematangsian tar 
Nomor 19 Tahun 201 7 ten tang perubahan kedua atas 
Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 22 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kota Pematangsiantar; 

40. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 02 Tahun 2017 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas clan Fungsi 
serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota clan Staf Ahli Wali Kota 
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Rp. l 19.600.219.323,- 

Jumlah Pendapatan Asli 
Daerah Setelah Perubahan 

I") D.o-+---l-..-\... 
~. JJ\.-.l LGU.l.lUd..l.l 

1. Pendapatan : 
a. Pendapatan Asli Daerah 

1. Semula Rp. 119.600.219.323,- 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar 
Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut : 

Pasal 1 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Pematangsiantar 
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, diubah sebagai 
berikut: 
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal I 

Menetapkan : PERATURAN WALi KOTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN 
WALi KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 36 TAHUN 2018 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 

MEMUTUSKAN : 

Pematangsiantar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
wali Kota Pematangsiantar Nomor 40 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat 
DPRD Kota dan Staf Ahli Wali Kota Pematangsiantar; 

41. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 03 Tahun 2017 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar; 

42. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar; 

43. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 05 Tahun 2017 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kota Pematangsiantar; 

44. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 06 Tahun 2017 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota 
Pematangsiantar; 

45. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 17 Tahun 2018 
ten tang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota 
Pematangsiantar Tahun 2019; 

46. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2019. 



7 

2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 {dua) Pasal barn yaitu 
Pasal 2A dan Pasal 2B, yang berbunyi sebagai berikut: 

Rp. N I H I L 
Sisa Lebih Pembiayaan 
Anggaran 

Rp. 14.109.174.087,­ 
Rp. 20.890.825.913,- 

Rp. 14.109.174.087,­ 
Rp. 0,- 

b. Pengeluaran 

1. Semula 
2. Bertambah 
Jumlah Penerimaan 
Setelah Perubahan 

Jumlah Pembiayaan Netto 

Rp. 35.000.000.000,- 
Jumlah Penerimaan 
Setelah Perubahan 

2. Bertambah 
35.000.000.000,- 

o - ' 

Rp. 
Rp. 

1. Semula 

Rp. l.068.339.717.250,- 

(Rp. 20.890.825.913,-) 

Rp. 538.150.853.800,66 

b. Belanja Langsung 

1. Semula Rp. 514.144.980.800,66 
2.Bertambah _R~R-·~2_4_._0_0_5_.8_7_3_.0_0_0~,- 
Jumlah Belanja Langsung 
Setelah Perubahan 

Jumlah Belanja 

Setelah Perubahan 

Defisit 

3. Pem biayaan : 

a. Penerimaan 

2. Belanja: 

a. Belanja Tidak Langsung 

1. Semula Rp. 554.194.736.449,34 
2. Berkurang (Rp. 24.005.873.000,-) 
Jumlah Belanja Tidak Langsung 
Setelah Perubahan Rp. 530.188.863.449,34 

Rp. l.047.448.891.337,- 
Jumlah Pendapatan 
Setelah Perubahan 

c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 
1. Semula Rp. 94.748.725.014,- 
2. Bertambah Rp. 0,- 
Jumlah Pendapatan Asli 
Daerah Setelah Perubahan Rp. 94.748.725.014,- 

b. Dana Perimbangan 
1. Semula Rp. 833.099.947.000,- 
2. Bertambah Rp. 0,- 
Jumlah Dana Perimbangan 
Setelah Perubahan Rp. 833.099.947.000,- 
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SERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2019 NOMOR: 0> 
BUDI UTARI 

J -- 
SEKRETARIS DAERAH OTA PEMATANGSIANTAR, 

Diundangkan di Pemat 
pada tangga1 10 Tubrv-o. 

HEFRIANSY AH 

Ditetapkan di Pematangsiantar 
pada tanggal 10 febY'Vtiri 20\9 

WALI KOTA EMA ANGSIANTAR, 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kota Pematangsiantar. 

Pasal II 

Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 36 
Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, tetap berlaku sepanjang 
tidak diubah dengan Peraturan Wali Kota ini. 

Pasal 2B 

Pasal 2A 
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Pematangsiantar 
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, diubah sebagaimana 
tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 


